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Terwujudnya 

pelayanan 

pemerintahan 

yang

Indeks 

Pemerintahan 

Digital 

Indonesia

Meningkatnya Layanan 

Publik berbasis digital 

dan terintegrasi 

Persentase Layanan Publik 

yang diselenggarakan secara 

Online dan Terintegrasi 

PROGRAM APLIKASI 

INFORMATIKA

Persentase Pemenuhan 

Layanan Publik dan 

Administrasi Pemerintahan 

berbasis digital 

Pengelolaan Nama Domain yang 

telah ditetapkam oleh Pemerintah 

Pusat dan Sub Domain di Lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupapaten / 

Kota 

Presentase penerapan domain go.id 

/ sub domaian pada aplikasi 

administrasi pemerintahan dan 

layanan public sesuai aturan

Pengelolaan Nama Domain dan Sub 

Domain Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah dan Pengelolaan Nama 

Domain Pemerintah Des

Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama 

Domain dan Sub Domain Pemerintah 

Daerah serta Domain Pemerintah Desa 

Pengelolaan E-Govermment Di 

Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota 

Presentase ketersediaan aplikasi 

pemerintahan dan layananan publik

Persentase Cakupan Layanan 

Jaringan Intra Pemerintah Daerah 

Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data 

Nasional 

Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah 

Daerah yang sudah ditempatkan di 

Pusat Data Nasional

Koordinasi pelaksanaan Manajemen 

SPBE 

Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan 

Manajemen SPBE

Penyelenggaraan Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah Kab/Kota 

Jumlah perangkat daerah di 

pemerintah Kab/Kota yang terhubung 

dengan Jaringan Intra Pemerintah 

Daerah Kab/Kota

Koordinasi pemanfaatan Portal 

Pelayanan Pemerintah Daerah yang 

terintegrasi 

Jumlah Layanan Pemda yang 

memanfaatkan Portal pelayanan 

Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu 

Portal Pelayanan Publik, Portal 

Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK 

sesuai kewenangan Dinas Kominfo 

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 

rangka penyelenggaraan Audit TIK 

sesuai kewenangan Dinas Kominfo

Koordinasi pembangunan dan/atau 

pengembangan Aplikasi Khusus yang 

sesuai dengan arsitektur dan peta 

rencana SPBE pemerintah daerah, 

Jumlah aplikasi khusus yang dibangun 

dan/atau dikembangkan sesuai dengan 

ketentuan atau regulasi tentang standar 

teknis dan prosedur pembangunan dan 

Penyelenggaraan pusat kendali 

Pemerintah Daerah 

Jumlah laporan operasionalisasi pusat 

kendali

Penyelenggaraan Sistem Penghubung 

Layanan Pemerintah Daerah dalam 

rangka interopabilitas data dan 

integrasi layanan 

Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung 

dengan Sistem Penghubung Layanan 

Pemerintah Daerah

Koordinasi dan Fasilitasi Promosi 

Literasi SPBE dan/atau kolaborasi 

penyelenggaraan SPBE 

Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Fasilitasi Promosi Literasi SPBE 

dan/atau kolaborasi penyelenggaraan 

SPBE

Penyediaan Akses Internet 

Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD 

yang memanfaatkan akses internet 

yang disediakan oleh Dinas

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN 

STATISTIK (ESELON 2) 
KEPALA BIDANG (ESELON 3) ESELON 4/FUNGSIONALKEPALA DAERAH

CASCADING

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR



Koordinasi penyusunan kebijakan tata 

kelola SPBE meliputi arsitektur, peta 

rencana, proses bisnis, serta 

penyusunan rencana dan anggaran 

Jumlah dokumen kebijakan tata kelola 

SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, 

proses bisnis, serta penyusunan 

rencana dan anggaran SPBE 

Koordinasi dan Fasilitasi 

Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota 

Cerdas 

Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi 

dan fasilitasi penyelenggaraan 

Kabupaten/Kota Cerdas

Koordinasi Pengelolaan Data dan 

Informasi 

Jumlah data dan informasi yang 

dipetakan berdasarkan Arsitektur 

SPBE pemerintah daerah

Meningkatnya sistem 

keterbukaan informasi 

publik

Hasil Monev Keterbukaan 

Informasi Publik 

PROGRAM  INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK

Persentase tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap akses 

dan kualitas informasi publik 

pemerintah daerah 
Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

Presentase Tindak Lanjut 

Pengaduan Masyarakat  

Persentase Masyarakat Yang 

Menjadi Sasaran Penyebaran 

Informasi Publik, Mengetahui 

Kebijakan Dan Program Prioritas 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

Relasi Media

Jumlah aktivitas relasi media 

kepada media yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 1. 

terverifikasi dewan pers, dan 2. 

terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. 

aktif dalam kegiatan relasi media 

Kemitraan Komunikasi dengan 

Komunitas Informasi Masyarakat 

Jumlah Komunitas Informasi yang aktif 

mendiseminasikan informasi dan 

terdaftar di Dinas Kominfo 

Pelayanan Informasi Publik 

Jumlah permohonan Informasi Publik 

yang diselesaikan sesuai peraturan 

perundangan 

Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi 

dan Komunikasi Publik 

Persentase khalayak sasaran yang 

terpapar informasi terkait peraturan 

bidang informasi dan komunikasi publik 

Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, 

dan Aspirasi Publik 

 Jumlah rekomendasi komunikasi 

terhadap isu publik yang berkembang dan 

usulan agenda komunikasi prioritas 

Pemerintah Daerah

Diseminasi Informasi 
Persentase khalayak yang terpapar 

informasi publik

Pengelolaan Media Komunikasi Publik 

Jumlah media komunikasi publik milik 

pemerintah daerah yang dikelola 

maupun pemanfaatan media berbayar 

sesuai kriteria/juknis

Penyusunan Strategi Komunikasi 

Publik 

Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang 

disusun



Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik

Penguatan Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Komunikasi Publik 

Jumlah ASN bidang komunikasi publik 

yang difasilitasi mengikuti 

bimtek/pelatihan

Terwujudnya 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral yang 

akurat dan dapat 

diandalkan 

Indeks Pembangunan Statistik 

(IPS) 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

STATISTIK SEKTORAL

Persentase OPD yang 

menggunakan data statistik 

sektoral dalam menyusun 

perencanaan pembangunan 

dan evaluasi pembangunan 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

di Lingkup daerah Kabupaten/Kota Persentase Data statistik sektoral 

yang terpublikasi tepat waktu 

menggunakan sistem elektronik 

Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral 

Dalam Sistem Statistik Nasional 

Persentase kegiatan statistik sektoral 

yang sudah mendapatkan rekomendasi 

dari pembina data statistik

Pemenuhan Prinsip Satu Data 

Indonesia 

Persentase kegiatan statistik sektoral 

yang telah memenuhi standar data, 

metadata, interoperabilitas data dan 

kode referensi dan/atau data induk

Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral 

Persentase kegiatan statistik sektoral 

yang hasilnya dapat diakses oleh 

pengguna data.

Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan 

Statistik Sektoral 

Jumlah pegawai yang mendapatkan 

pelatihan di bidang statistik

Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral 

Sesuai Standar 

Persentase kegiatan statistik yang 

dilengkapi dokumen perencanaan 

kegiatan statistik sektoral

Koordinasi dan Kolaborasi Dalam 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

Jumlah laporan penyelenggaraan forum 

satu data daerah

Meningkatnya 

keamanan informasi 

Pemerintah Daerah 

Tingkat kesiapan pengamanan 

informasi pemerintah daerah 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PERSANDIAN UNTUK 

PENGAMANAN INFORMASI

Persentase Perangkat Daerah 

yang hasil penilaiain 

implementasi persandian 

untuk pengaman informasi 

masuk kategori baik 

Penyelenggaraan  Persandian 

untuk Pengamanan Informasi 

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota 
Persentase implementasi 

Persandian Untuk Pengamanan 

Informasi Pemerintah Daerah 

Pelaksanaan Keamanan Informasi 

Pemerintahan Daerah Berbasis 

Elektronik dan Non Elektronik 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Keamanan Informasi Pemerintahan 

Daerah Provinsi Berbasis Elektronik 

dan Non Elektronik

Pengelolaan Sumber Daya Keamanan 

Informasi dan Persandian Pemerintah 

Daerah berdasarkan Analisis 

Kebutuhan 

Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber 

Daya Keamanan Informasi dan 

Persandian Pemerintah Daerah 

berdasarkan Analisis Kebutuhan

Penyediaan Layanan Keamanan 

Informasi dan Persandian Pemerintah 

Daerah 

Jumlah Perangkat Daerah yang Telah 

Menggunakan Layanan Keamanan 

Informasi dan Persandian

Penetapan Kebijakan Tata Kelola 

Keamanan Informasi dan Persandian 

Pemerintah Daerah 

Jumlah Kebijakan Tata Kelola 

Keamanan Informasi dan Persandian 

Pemerintah Daerah yang Ditetapkan 

baik berupa Peraturan Gubernur, 

Keputusan Gubernur maupun Norma, 



Penetapan Pola Hubungan 

Komunikasi Sandi Antar Perangkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Operasionalisasi Layanan 

Keamanan Informasi dan Persandian 

Pemerintah Daerah berdasarkan 

pemetaan pola hubungan komunikasi 

sandi pemerintah Daerah.

Operasionalisasi Layanan Keamanan 

Informasi dan Persandian Pemerintah 

Daerah 

Jumlah Operasionalisasi Layanan 

Keamanan Informasi dan Persandian 

Pemerintah Daerah berdasarkan 

pemetaan pola hubungan komunikasi 

sandi pemerintah Daerah.

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Penunjang 

Perangkat Daerah 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM)  

PROGRAM PENUNJANG  

URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN /KOTA

Persentase fasilitasi layanan 

kedinasan sesuai standar / 

ketentuan yang berlaku 

Perencanaan , Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase dokumen perencanaan 

dan pelaporan yang tepat waktu 

dan sesuai standart 

 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah 

yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa 

Lingkup Perangkat Daerah 

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 

Berdasarkan Bidang Urusan yang 

Diampu dalam Rangka Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Jumlah Berita Acara Hasil Forum 

Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang 

Urusan yang Diampu dalam Rangka 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Urusan Selain Renstra PD dan Renja 

PD 

Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan 

Selain Renstra PD dan Renja PD yang 

disusun 

Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat 

dan Daerah dalam Rangka Mendukung 

Target Pembangunan Nasional melalui 

Koordinasi Teknis Pembangunan 

Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi 

dan Harmonisasi Pusat dan Daerah 

dalam Rangka Mendukung Target 

Pembangunan Nasional melalui 

Koordinasi Teknis Pembangunan 

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

 Persentase pelayanan administrasi 

keuangan perangkat daerah sesuai 

standar

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Persentase pelayanan administrasi 

kepegawaian perangkat daerah 

yang sesuai standar



Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 

Atribut Kelengkapan

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Persentase ketersediaan 

administrasi umum perangkat 

daerah

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan Rumah 

Tangga yang Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 

yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase penyediaan jasa 

penunjang urusan sesuai standart 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase BMD yang terpelihara 

sesuai standart



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Pemeliharaan  Mebel
Jumlah Mebel yang Dipelihara

   

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  

Gedung  Kantor atau           Bangunan           

Lainnya           yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase Penyediaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

sesuai kebutuhan 

Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 

Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin

Lainnya yang Disediakan


